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     Dengan hormat,
Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, Tuhan semesta alam yang telah memberi kekuatan dan petunjuk-Nya kepada kami sehingga kami bisa menyelesaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Bakalan Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro Tahun 2020 sebagai wujud dari tugas dan tanggungjawab kami selama 1 (satu) tahun.
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Bakalan Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro Tahun 2020 ini memuat seluruh kegiatan yang sudah dilaksanakan oleh Pemerintahan Desa Bakalan Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro sampai bulan Oktober 2020 dan program kerja Pemerintahan untuk 5 (Lima) bulan kedepan dalam bidang:
· Pemerintahan

· Pembangunan

· Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat
Demikian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Bakalan Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro Tahun 2020 ini kami buat dengan penuh tanggungjawab dan didukung dengan data yang akurat.  

Kepala Desa Bakalan 
H. LISTIYONO, S.Sos.
Tembusan disampaikan kepada:

1. Yth. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa 
2. Yth. Bapak Camat Kapas
3. Yth. Bapak Ketua BPD Desa Bakalan 
4. Arsip


KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga kami dapat meyelesaikan Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tahun 2020,  Sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 56 Tahun 2018 Tentang pedoman umum tata cara pelaporan dan pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahan Desa, bahwa dalam mengakhiri masa jabatan Kepala Desa harus membuat laporan penyelenggaraan pemerintahan desa, dengan ini kami selaku Pemerintahan Bakalan Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tahun 2020,  Dengan sistematika laporan sebagai berikut :

BAB I

PENDAHULUAN

BAB II
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA
BAB III
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA
BAB IV
PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA
BAB V
PELAKSANAAN PEMBINAAN KEMASYARAKATAN
BAB VI
PELAKSANAAN PEMBERDAYAAN KEMASYARAKATAN
BAB VII
PENUTUP

Pada kesempatan ini kami menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu kami dalam melaksanakan kegiatan untuk laporan keterangan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan desa, semoga amal baiknya dibalas oleh Allah SWT dengan balasan yang setimpal.

Kami menyadari bahwa laporan ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu, saran dan masukan dari semua pihak diterima dengan besar hati.

Demikian semoga laporan ini bisa bermanfaat bagi pemerintahan Desa Bakalan selanjutnya, dan dapat dijadikan bahan evaluasi.

 Bakalan,     Januari 2021
Kepala Desa Bakalan

H. LISTIYONO, S.Sos.
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LAPORAN KETERANGAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH 

DESA BAKALAN
KECAMATAN KAPAS KABUPATEN BOJONEGORO
TAHUN 2020


BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa.

Mengacu pada hal tersebut diatas, Pemerintah Desa Bakalan selama satu tahun yang dipimpin oleh Kepala Desa H. LISTIYONO, S.Sos. menyelenggarakan pemerintahan Desa sesuai dengan kewenangan yang diberikan perundang-undangan.

Dalam ketentuan Pasal 48 huruf b, dan pasal 50 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, bahwa Kepala Desa wajib menyampaikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada Bupati melalui Camat dalam jangka waktu 5 (lima) bulan.
Kewajiban Kepala Desa untuk menyampaikan Laporan Penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan desa merupakan bentuk pertanggungjawaban Kepala Desa selaku pimpinan Pemerintahan Desa, agar seluruh kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Desa dapat diketahui oleh Bupati, Camat, BPD dan masyarakat.

Penyelenggaraan Pemerintahan Desa adalah seluruh kegiatan manajemen pemerintahan desa dan pembangunan desa sesuai kewenangan desa, baik dalam aspek penetapan kebijakan, perencanaan, pengorganisasian, pembiayaan, pelaksanaan, koordinasi, serta pengendalian dan pengawasan.

Laporan penyelenggaraan pemerintahan desa adalah laporan yang dibuat oleh Kepala  Desa mengenai seluruh perkembangan penyelenggaraan pemerintahan desa yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa (Kepala Desa dan Perangkat Desa) dan Badan Permusyawaratan Desa untuk disampaikan kepada para pemangku kepentingan atau stakeholder terkait (Bupati, Camat, BPD dan masyarakat). 
Sesuai dengan urgensi penyampaian laporan, laporan penyelenggaraan pemerintahan desa wajib disampaikan secara teratur atau sewaktu-waktu (seperti laporan mingguan, laporan bulanan, laporan triwulanan, laporan semesteran, laporan akhir tahun atau laporan akhir masa jabatan Kepala Desa).

1.2. DASAR HUKUM 

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana diubah Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor  111 Tahun 2014 tentang  Pedoman Teknis Peraturan di Desa;

5.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Desa Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015;

8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Desa Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2017 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 9 Tahun 2010 tentang Desa;

10. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 66 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;

11. Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;

12. Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan dan Tata Cara Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;

13. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Desa sebagaimana diubah dengan Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 11 Tahun 2016;

14. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 32 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah, Bagi Hasil Retribusi Daerah untuk Desa di Kabupaten Bojonegoro sebagaimana diubah dengan Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 9 Tahun 2016;

15. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 35 Tahun 2015 tentang Penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa;

16. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan ke dua atas Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 32 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah, Bagi Hasil, Retribusi Daerah untuk Desa di Kabupaten Bojonegoro;

17. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Bojonegoro;

18. Peraturan Desa Bakalan Nomor 06 Tahun 2020 Tentang RPJMDesa Tahun 2020 – 2026;

19. Peraturan Desa Bakalan Nomor  07 Tahun 2020 Tentang RKP Desa Tahun 2021;

20. Peraturan Desa Bakalan Nomor 09 Tahun 2020 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Bakalan Tahun 2021;
21. Peraturan Kepala Desa Bakalan Nomor 01 Tahun 2021 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2021;
1.3. TUJUAN PENYUSUNAN LAPORAN

Tujuan dari Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa adalah:

a. Sebagai bentuk pertanggung jawaban Pemerintah Desa (khususnya Kepala Desa) mengenai penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan desa kepada stakeholders atau pemangku kepentingan yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan desa.

b. Sebagai sumber informasi resmi bagi :

1). Bupati dan Camat dalam menilai kinerja Pemerintah Desa (khususnya Kepala Desa) serta dalam rangka melakukan pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan desa.

2). Anggota BPD dalam mengetahui kinerja penyelenggaraan pemerintahan desa dan melakukan upaya bersama-sama Kepala Desa dalam meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan desa.

3). Pengurus lembaga kemasyarakatan dan masyarakat dalam upaya meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan desa dan upaya meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses penyelenggaraan pemerintahan desa, termasuk berpartisipasi dalam proses pengelolaan pembangunan desa.

4). Pihak-pihak terkait lainnya (seperti lembaga swadaya masyarakat, kalangan dunia usaha atau perguruan tinggi) dalam mendukung peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan desa.

1.4. 
MUATAN LAPORAN

Laporan penyelenggaraan pemerintahan Desa disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati/Walikota melalui camat secara tertulis paling lambat 5 (lima) bulan. Laporan penyelenggaraan pemerintahan Desa sebagaimana ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2017 tentang Laporan Kepala Desa, muatan Laporan penyelenggaraan pemerintahan Desa adalah:

a. Laporan penyelenggaraan pemerintahan Desa.
Yakni, Laporan penyelenggaraan pemerintahan desa oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat, yang meliputi seluruh penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kewenangan desa yang ada dan pelaksanaan keuangan desa, serta pelaksanaan tugas-tugas dan alokasi keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten selama 1 (satu) tahun.

b. Rencana kegiatan dalam masa kurun waktu 1 (Satu) tahun 

Rencana kegiatan 1 (Satu) tahun dijadikan dasar penyusunan memori serah terima jabatan. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa digunakan untuk bahan evaluasi. Berdasarkan bahan evaluasi Bupati/Walikota menetapkan kebijakan baik berupa pembinaan maupun pengawasan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. Kebijakan terdiri dari:

1). catatan kinerja dan prestasi Kepala Desa

2). program dan potensi Desa yang perlu dikembangkan

3). hal-hal yang perlu disempurnakan.

1.5. GAMBARAN UMUM DESA
A. GEOGRAFIS

1). Luas Desa
Desa 258,59 Ha terletak di dataran rendah dengan ketinggian 2,89 -3,85 meter diatas permukaan laut, banyaknya curah hujan rata-rata ....... mm/tahun. Dan luas wilayah Desa merupakan salah satu wilayah terpencil dan memiliki luas wilayah terkecil wilayah kecamatan Kapas.
2). Batas Wilayah
Adapun batas-batas wilayah desa bakalan sebagai berikut:

· Utara
:
Desa Semanding
· Timur
:
Desa Bogo dan Desa Semenpinggir
· Selatan
:
Desa Plesungan dan Desa Mojodeso
· Barat
:
Desa Klampok dan Desa Sambiroto

3). Orbitasi / jarak dari Pemerintahan Desa

· Jarak dari pusat pemerintah Kecamatan
:
5

Km

· Jarak Ibukota Kabupaten
:
10
Km

· Jarak Ibukota Propinsi:
:
97
Km

B. DEMOGRAFIS

1). Jumlah Penduduk
Berdasarkan data komposisi penduduk menurut umur, ternyata jumlah penduduk laki-laki lebih sedikit daripada jumlah penduduk perempuan.
Adapun jumlah penduduk laki-laki dan perempuan Desa Bakalan seperti Tabel berikut ini.
	No.
	Nama Dusun
	Jumlah

KK
	JIWA

	
	
	
	LK
	PR
	Jumlah

	1. 
	Dusun Ngaglik
	197
	282
	295
	578

	2. 
	Dusun Tawangsari
	144
	206
	201
	408

	3. 
	Dusun Sambidono
	64
	90
	91
	181

	4. 
	Dusun Bakalan Krajan
	388
	568
	556
	1124

	5. 
	Dusun Sumbang
	189
	272
	295
	567


Sumber Data : website desa (https://bakalan-bjn.smartbojonegoro.id/)
2). Jumlah berdasarkan Tingkat Pendidikan Masyarakat

Pada Umumnya sebagian besar penduduk Desa Bakalan mengenyam pendidikan SD dan SLTP. Namun demikian, sejak tahun 6 tahun sebelumnya mulai banyak penduduk desa ini mengenyam pendidikan SLTA, bahkan di Perguruan Tinggi.

Meningkatnya taraf pendidikan ini dikarenakan adanya peningkatan kemampuan ekonomi penduduk untuk menyekolahkan anak-anaknya ke jenjang yang lebih tinggi.

Data tingkat pendidikan masyarakat Desa Bakalan Kecamatan Kapas sebagai berikut:

a. Lulusan pendidikan umum:  

1). Taman Kanak-kanak
:
  320 orang

2). Sekolah Dasar/ sederajat
:
1111 orang

3). SLTP / sederajat
:
  656 orang 

4). SMA/sederajat
:
  545 orang

5). Akademi/D1-D3
:
    18 orang

6). Sarjana/D4/S1
:
    74 orang

7). Pascasarjana 
:
      2 orang 

b. Lulusan pendidikan khusus:
1). Pondok Pesantren
:
    86 orang

2). Pendidikan Keagamaan
:
    74 orang

c. Tidak lulus dan tidak sekolah
   :
      0 orang

3). Jumlah Penduduk berdasarkan Pekerjaan/Mata Pencaharian

Sebagian besar penduduk Desa Bakalan bermata pencaharian sebagai buruh dan petani, sebagian lainnya bekerja sebagai buruh bangunan, berdagang dan sebagian terkecil sebagai Pegawai Negeri.

Sebagian besar bangunan rumah penduduk berupa bangunan permanen, sedangkan sebagian lainnya merupakan bangunan semi-permanen dan sangat sedikit sekali yang non- permanen. Keadaan ini menunjukkan kesejahteraan ekonomi penduduk desa yang sudah membaik.

a. Karyawan: 

1). Pegawai Negeri Sipil
:
 18 orang

2). TNI/Polri
:
   5 orang

3). Wiraswasta
:
530 orang

4). Buruh Harian Lepas
:
  20 orang

b. pedagang
:
  17 orang

c. Petani
:
428 orang 

d. Tukang
:
  20 orang

e. Buruh Tani
:   73 orang

f. Pensiunan
:
    7 orang

g. Nelayan
:
    0 orang

h. Industri
:
    0 orang

i. Buruh Harian Lepas
:
  20 orang

j. Mengurus rumah tangga
:
569 orang

k. Pelajar
:
563 orang

l. Konstruksi
:
    0 orang

m. Transportasi
:
    1 orang

n. Karyawan Swasta
: 417 orang
o. Karyawan Honorer 
:     3 orang 
p. Karyawan BUMN
:     1 orang
q. Pembantu Rumah Tangga
:
    1 orang

r. Tukang cukur
:
    0 orang

s. Tukang Batu
:
  12 orang

t. Tukang Jahit
:
    3 orang

u. Mekanik
:     1 orang

v. Seniman
:
    0 orang

w. Tabib
:
    0 orang

x. Pastor
:
    0 orang

y. Ustadz 
:
    0 orang

z. Dosen
:
    0 orang 

aa. Guru
:
   14 orang 

ab. Pengacara
:
     0 orang 

ac. Arsitek
:
     0 orang 

ad. Dokter
:
     0 orang 

ae. Bidan
:
     1 orang

af. Sopir
:
     3 orang

ag. Perawat 
:
     2 orang

ah. Kepala Desa
:      1 orang
ai. Perangkat Desa
:
     8 orang

aj. Tidak bekerja
:
 165 orang 

C. PEMERINTAHAN DESA

1). Data Kepala Desa dan Perangkat Desa
	No
	Nama
	Tempat, tanggal lahir
	Jabatan
	Pendidikan

	1. 
	H. LISTIYONO, S.Sos.
	Bjn, 09-03-1976
	Kepala Desa
	S.1

	2. 
	SUTIKNO
	Bjn, 16-05-1974
	Sekretaris
	SLTA

	3. 
	WIJI SOLANAN
	Bjn, 06-12-1974
	Kaur Keuangan
	SLTA

	4. 
	ISKANDAR
	Bjn, 12-08-1965
	Kaur TU dan Umum
	SLTA

	5. 
	RETNO AYU SAFITRI, S.IP.
	Bjn, 07-01-1995
	Kaur Perencanaan dan Pelaporan
	S.1

	6. 
	..............................................
	..............................
	Kasi Pemerintahan
	…………

	7. 
	SUKIR
	Bjn, 15-04-1968
	Kasi Kesejahteraan
	SLTA

	8. 
	SITI CHOIRIYAH, S.Pd.
	Bjn, 26-03-1989
	Kasi Pelayanan
	S.1

	9. 
	MOCH. MUHTADUN
	Bjn, 26-06-1966
	Kepala Dusun 
	SLTA

	10. 
	DIDIK MULYO WASONO, SE.
	Bjn, 25-06-1992
	Kepala Dusun 
	S.1


Sumber Data: website desa (https://bakalan-bjn.smartbojonegoro.id/)
2). Data Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

	No
	Nama
	Tempat, tanggal lahir
	Jabatan
	Pendidikan

	1. 
	MUDAKIR
	Bjn, 01-09-1971
	Ketua
	SLTA

	2. 
	MUJIONO
	Bjn, 19-07-1980
	Wakil Ketua
	SLTA

	3. 
	MOCH. ALI MAHMUDI, S.Pd.
	Bjn, 22-08-1988
	Sekretaris
	S.1

	4. 
	WINARTO
	Bjn, 10-10-1973
	Anggota 
	SLTA

	5. 
	SUSILO
	Bjn, 21-06-1972
	Anggota 
	SLTA


Sumber Data: website desa (https://bakalan-bjn.smartbojonegoro.id/)
3). Data Lembaga Kemasyarakat Desa (LKD)
a. Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK)
	No.
	Nama
	Tempat, tanggal lahir
	Jabatan
	Pendidikan

	1. 
	SITI NISWATIN
	Bjn, 30-04-1980
	Ketua
	SLTA

	2. 
	UMI KANAH
	Bjn, 25-05-1972
	Wakil Ketua
	SLTP

	3. 
	DWI SURYANI
	Bjn, 13-05-1979
	Bendahara I
	SLTA

	4. 
	SITI CHOIRIYAH
	Bjn, 26-03-1989
	Bendahara II
	S.1

	5. 
	NINA NUR NIYAWATI
	Bjn, 24-02-1990
	Sekretaris I
	S.1

	6. 
	RETNO AYU SAFITRI
	Bjn, 07-01-1995
	Sekretaris II
	S.1

	7. 
	YULI DWI RETNO
	Bjn, 14-07-1978
	POKJA I
	SLTA

	8. 
	ULTAIN
	Bjn, 04-07-1980
	POKJA I
	SLTA

	9. 
	SITI KHOMARIYAH
	Bjn, 07-12-1993
	POKJA I
	SLTA

	10. 
	SITI NURKHOLIFAH
	Bjn, 12-04-1973
	POKJA II
	SLTA

	11. 
	SITI MUSYAWAROH
	Bjn, 15-01-1979
	POKJA II
	SLTA

	12. 
	LISTIYORINI
	Bjn, 10-04-1992
	POKJA II
	SLTA

	13. 
	SRI WIDARTI
	Bjn, 26-06-1972
	POKJA III
	SLTA

	14. 
	KRISTIATIN
	Bjn, 23-12-1989
	POKJA III
	SLTA

	15. 
	SRI WAHYUNI
	Bjn, 14-09-1985
	POKJA III
	SLTA

	16. 
	LAILI MAS’UDATUL 
	Tbn, 25-09-1974
	POKJA IV
	D.4

	17. 
	AGUS SETIASTUTI
	Bjn, 28-08-1976
	POKJA IV
	SLTA

	18. 
	KUSMIASIH
	Bjn, 03-01-1985
	POKJA IV
	SLTP


b. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD)
	No.
	Nama
	Tempat, tanggal lahir
	Jabatan
	Alamat

	1. 
	SAMSUDIN, ST.
	Bjn, 31-07-1973
	Ketua
	RT 14/02

	2. 
	Drs. SUWONO
	Bjn, 15-06-1965
	Sekretaris
	RT 10/02

	3. 
	DJOKO SETIYONO
	Bjn, 25-02-1974
	Bendahara
	RT 10/02

	4. 
	SUBANDRI
	Bjn, 04-09-1979
	Anggota
	RT 05/01

	5. 
	SUHADI
	Bjn, 15-12-1978
	Anggota
	RT 03/01

	6. 
	SISWANTO
	Bjn, 08-04-1979
	Anggota
	RT 05/01

	7. 
	ARIFIN
	Bjn, 15-08-1993
	Anggota
	RT 05/01


c. Lembaga (LKMD)
	No.
	Nama
	Tempat, tanggal lahir
	Jabatan
	Pendidikan

	8. 
	Drs. NUR PAKIH
	Bjn, 31-12-1959
	LKMD
	S.1

	9. 
	EKO YUDI PRASTYO, ST.
	Bjn, 23-07-1995
	LKMD
	S.1


d. Rukun Warga (RW)
	No.
	Nama
	Tempat, tanggal lahir
	Jabatan
	Pendidikan

	10. 
	MOCHAMAD PURWANTO
	Bjn, 22-07-1978
	Ketua RW 01
	SLTA

	11. 
	MASIRAT
	Bjn, 03-01-1967
	Ketua RW 02
	SLTA


e. Rukun Tetangga (RT)
	No.
	Nama
	Tempat, tanggal lahir
	Jabatan
	Pendidikan

	12. 
	WARJI
	Bjn, 21-07-1974
	Ketua RT 01
	SLTP

	13. 
	SOKRAN HADI
	Bjn, 15-12-1978
	Sekretaris
	SLTP

	14. 
	MOCHAMAD SAHLAN
	Bjn, 21-06-1969
	Bendahara
	SLTP

	15. 
	SUTAJI
	Bjn, 25-03-1981
	Ketua RT 02
	SLTA

	16. 
	NUR HASJIM
	Bjn, 07-04-1969
	Sekretaris
	SLTP

	17. 
	MARGONO
	Bjn, 17-05-1978
	Bendahara
	SLTP

	18. 
	NGADI
	Bjn, 12-05-1957
	Ketua RT 03
	SD

	19. 
	SUWITO
	Bjn, 25-10-1969
	Sekretaris
	SLTP

	20. 
	SUWANTO
	Bjn, 05-04-1961
	Bendahara
	SLTP

	21. 
	MULYADI
	Bjn, 11-08-1977
	Ketua RT 04
	SLTA

	22. 
	WINTO
	Bjn, 25-06-1982
	Sekretaris
	SLTP

	23. 
	M. ABDUL KANIP
	Bjn, 14-11978
	Bendahara
	SLTP

	24. 
	MASRUCHIN
	Bjn, 05-11-1961
	Ketua RT 05
	SLTP

	25. 
	GADI
	Bjn, 23-03-1978
	Sekretaris
	SLTP

	26. 
	KARMANI
	Bjn, 31-12-1950
	Bendahara
	SLTP

	27. 
	RAMELAN
	Bjn, 02-02-1959
	Ketua RT 06
	SD

	28. 
	MU’ANAM SHOLEH
	Bjn, 11-04-1979
	Sekretaris
	SLTP

	29. 
	MUHAMMAD SAFI’I
	Bjn, 01-02-1978
	Bendahara
	SLTP

	30. 
	SUGITO
	Bjn, 11-06-1973
	Ketua RT 07
	SLTA

	31. 
	SUKARTI
	Bjn, 13-08-1961
	Sekretaris
	SLTP

	32. 
	SUKISNO
	Bjn, 13-06-1976
	Bendahara
	SLTP

	33. 
	KAMIRAN
	Bjn, 19-06-1969
	Ketua RT 08
	SLTP

	34. 
	KARSITO
	Bjn, 26-04-1970
	Sekretaris
	SLTP

	35. 
	YUDI BAMBANG S
	Bjn, 21-05-1975
	Bendahara
	SLTP

	36. 
	TARSONO
	Bjn, 12-09-1967
	Ketua RT 09
	SLTP

	37. 
	TIKNO
	Bjn, 16-02-1975
	Sekretaris
	SLTP

	38. 
	SUYOTO
	Bjn, 18-01-1977
	Bendahara
	SLTP

	39. 
	SAMUJI
	Bjn, 21-07-1953
	Ketua RT 10
	SD

	40. 
	AHMAD MUNIRUL A
	Bjn, 02-05-1972
	Sekretaris
	SLTP

	41. 
	WARSITO
	Bjn, 25-08-1973
	Bendahara
	SLTP

	42. 
	SUKAYAT
	Bjn, 12-02-1968
	Ketua RT 11
	SLTP

	43. 
	SUGIHARTO
	Bjn, 15-03-1983
	Sekretaris
	SLTP

	44. 
	HARIYANTO
	Bjn, 27-01-1975
	Bendahara
	SLTP

	45. 
	SURAHNO
	Bjn, 05-05-1963
	Ketua RT 12
	SLTP

	46. 
	WAGIMAN
	Bjn, 12-12-1969
	Sekretaris
	SLTP

	47. 
	WIJI
	Bjn, 01-10-1960
	Bendahara
	SLTP

	48. 
	DULKAMIT
	Bjn, 22-10-1972
	Ketua RT 13
	SLTP

	49. 
	MOCH. RIFA’I
	Bjn, 19-06-1973
	Sekretaris
	SLTP

	50. 
	SLAMET HARSONO
	Bjn, 07-10-1978
	Bendahara
	SLTP

	51. 
	MUHAMMADUN
	Tbn, 31-12-1969
	Ketua RT 14
	SD

	52. 
	BADRI
	Bjn, 31-12-1972
	Sekretaris
	SLTP

	53. 
	MU’AT AFANDI
	Tbn, 15-04-1973
	Bendahara
	SLTP

	54. 
	HARMUJIYANTO
	Bjn, 02-12-1971
	Ketua RT 15
	SLTA

	55. 
	SUDIRAN
	Bjn, 13-03-1978
	Sekretaris
	SLTP

	56. 
	AGUS PUJIONO
	Lmg, 05-01-1980
	Bendahara
	SLTP

	57. 
	SAPARI
	Bjn, 27-07-1979
	Ketua RT 16
	SLTA

	58. 
	KODIRAN
	Bjn, 11-03-1977
	Sekretaris
	SLTP

	59. 
	REDJO SAMSUDI
	Bjn, 31-12-1966
	Bendahara
	SLTP


f. Karyawan Desa Tahun 2021
	No.
	Nama
	Tempat, tanggal lahir
	Jabatan
	Pendidikan

	60. 
	M. ALI MAHMUDI
	Bjn, 24-07-1996
	Karyawan 
	SLTA

	61. 
	MU’ALIM
	Bjn, 10-11-1962
	Penjaga
	SLTA

	62. 
	SUBRONTO
	Bjn, 13-08-1965
	Penjaga
	SLTA

	63. 
	SADIMIN
	Bjn, 15-06-1957
	Petugas Kebersihan
	SD


g. Pengurus Karang Taruna 2020
	No.
	Nama
	Jenis Kelamin (L/P)
	Jabatan
	Alamat 

	64. 
	YAKUP, M.Pd
	L
	Ketua 
	RT 05/01

	65. 
	REJO, Amd.Kep
	L
	Wakil Ketua I
	RT 02/01

	66. 
	HENDRO SAPUTRO
	L
	Wakil Ketua II
	RT 05/01

	67. 
	EKA PRASETYA KURNIAWAN
	L
	Sekretaris I
	RT 08/02

	68. 
	MUHAMMAD ALI MAHMUDI
	L
	Sekretaris II
	RT 06/01

	69. 
	NINA NUR NIYAWATI
	L
	Bendahara I
	RT 13/02

	70. 
	ARIFIN
	L
	Bendahara II
	RT 06/01

	71. 
	MUHAMMAD LUKMAN PAMUNDI
	L
	Anggota
	RT 06/01

	72. 
	YALVA YOUNGLIS W
	L
	Anggota
	RT 15/02

	73. 
	ARIF KHOIRIZAL
	L
	Anggota
	RT 08/02

	74. 
	EDI PRASETYO
	L
	Anggota
	RT 06/01

	75. 
	DWI MEI SAROH
	P
	Anggota
	RT 01/01

	76. 
	JONI IRAWAN
	L
	Anggota
	RT 12/02

	77. 
	KHUSNUL KHOTIMAH
	P
	Anggota
	RT 01/01

	78. 
	IKHSAN
	L
	Anggota
	RT 12/02

	79. 
	ANGGA DWI
	L
	Anggota
	RT 11/02

	80. 
	RUDI IRAWAN
	L
	Anggota
	RT 06/01

	81. 
	EKO UTOMO
	L
	Anggota
	RT 16/02

	82. 
	YUDI EKO PRASTYO
	L
	Anggota
	RT 16/02

	83. 
	WIJANARKO
	L
	Anggota
	RT 07/02

	84. 
	NASIKHIN
	L
	Anggota
	RT 08/02

	85. 
	RO’IN
	L
	Anggota
	RT 05/01

	86. 
	RIZA MEI NUR HANIK
	L
	Anggota
	RT 02/01

	87. 
	SUBENI
	L
	Anggota
	RT 14/02

	88. 
	ROHMAD
	L
	Anggota
	RT 16/02

	89. 
	M. NUR QODIM
	L
	Anggota
	RT 06/01

	90. 
	BAMBANG HARMOKO
	L
	Anggota
	RT 11/02

	91. 
	HARIYANTO
	L
	Anggota
	RT 13/02

	92. 
	AHMAD WAHIDUSYI SYAHRIL
	L
	Anggota
	RT 04/01

	93. 
	IMAM WAHYUDI
	L
	Anggota
	RT 03/01

	94. 
	SAMPURNO
	L
	Anggota
	RT 09/02

	95. 
	ANAS ROMADHON
	L
	Anggota
	RT 11/02

	96. 
	FERI IRAWAN
	L
	Anggota
	RT 08/02

	97. 
	IRANI WIJAYANTI
	P
	Anggota
	RT 11/02


h. 
Personil linmas Tahun 2020
	No.
	Nama
	Jenis Kelamin (L/P)
	Jabatan
	Alamat

	98. 
	ISKANDAR
	Laki-laki
	DANTON
	RT 07

	99. 
	SUWARDI
	Laki-laki
	WAKASATGAS
	RT 06

	100. 
	DENY TEGUH W.
	Laki-laki
	ANGGOTA
	RT 02

	101. 
	SUKANDAR
	Laki-laki
	ANGGOTA
	RT 06

	102. 
	WIJANARKO
	Laki-laki
	ANGGOTA
	RT 07

	103. 
	BAMBANG H
	Laki-laki
	ANGGOTA
	RT 13

	104. 
	TAMSIR
	Laki-laki
	ANGGOTA
	RT 16

	105. 
	SADIMIN
	Laki-laki
	ANGGOTA
	RT 11

	106. 
	KASIRAN
	Laki-laki
	ANGGOTA
	RT 01

	107. 
	SUNGKOWO
	Laki-laki
	ANGGOTA
	RT 04

	108. 
	JASWANTO
	Laki-laki
	ANGGOTA
	RT 13

	109. 
	SUDIRAN
	Laki-laki
	ANGGOTA
	RT 15

	110. 
	SUWITO (B)
	Laki-laki
	ANGGOTA
	RT 08

	111. 
	KOSIPAN
	Laki-laki
	ANGGOTA
	RT 16

	112. 
	WARDOYO
	Laki-laki
	ANGGOTA
	RT 01

	113. 
	GUNAWAN
	Laki-laki
	ANGGOTA
	RT 03

	114. 
	SARTONO
	Laki-laki
	ANGGOTA
	RT 06

	115. 
	KAMSIONO
	Laki-laki
	ANGGOTA
	RT 07

	116. 
	SUKANDAM
	Laki-laki
	ANGGOTA
	RT 15

	117. 
	MOH. ANWAR
	Laki-laki
	ANGGOTA
	RT 04

	118. 
	SUWITO (A)
	Laki-laki
	ANGGOTA
	RT 05

	119. 
	HARIONO
	Laki-laki
	ANGGOTA
	RT 10

	120. 
	JOKO ARIS. W
	Laki-laki
	ANGGOTA
	RT 14

	121. 
	RIYANTO
	Laki-laki
	ANGGOTA
	RT 09

	122. 
	JARNO
	Laki-laki
	ANGGOTA
	RT 03

	123. 
	TAMIYO
	Laki-laki
	ANGGOTA
	RT 01

	124. 
	SUKONO
	Laki-laki
	ANGGOTA
	RT 07

	125. 
	YANTO
	Laki-laki
	ANGGOTA
	RT 06

	126. 
	DWI SUSANTO
	Laki-laki
	ANGGOTA
	RT 09

	127. 
	SUPARMO
	Laki-laki
	ANGGOTA
	RT 11

	128. 
	MARGONO
	Laki-laki
	ANGGOTA
	RT 02


i. Pengurus Kelompok Tani Tahun 2020
	No.
	Nama
	Jenis Kelamin (L/P)
	Nama Kelompok
	Alamat

	129. 
	H. SUWADJI
	Laki-laki
	Sumber Agung
	RT 16

	130. 
	MU’ALIM
	Laki-laki
	Sido Rukun
	RT 07

	131. 
	SUMARJI
	Laki-laki
	Rukun Tani
	RT 13

	132. 
	ACHMAD ROFI’I
	Laki-laki
	Tani Mulyo
	RT 08


j. 
Pengelola Masjid dan Mushola Tahun 2020
	No.
	Nama
	Jenis Kelamin (L/P)
	Nama Masjid/Mushola
	Alamat

	133. 
	K. CHOIRURROZI
	Laki-laki
	Masjid Ar-Rohmaan
	RT 16

	134. 
	K. SUWARDI
	Laki-laki
	Masjid Baiturrokhim
	RT 05

	135. 
	H. SYAHLI, SH
	Laki-laki
	Yayasan Mush. Sahlul Huda
	RT 07

	136. 
	SUDIYONO
	Laki-laki
	Mushola Miftakul Atfal
	RT 01

	137. 
	ABDURRAHMAN
	Laki-laki
	Mushola Al-Muhlisin
	RT 02

	138. 
	WINARTO
	Laki-laki
	Mushola A-Barokah
	RT 03

	139. 
	IMAM NAWAWI
	Laki-laki
	Mushola Hidayatus Sibyan 
	RT 03

	140. 
	SUTAJI
	Laki-laki
	Mus. Hidayatul Mubtadiin
	RT 04

	141. 
	H. ZAINAL ARIFIN
	Laki-laki
	Mushola Al-hidayah
	RT 05

	142. 
	PRIYOTO
	Laki-laki
	Mush. Darul Ikhsan
	RT 06

	143. 
	H. ASY’ARI
	Laki-laki
	Mushola Nurul Ilmi
	RT 07

	144. 
	SURADI
	Laki-laki
	Mushola Qedor
	RT 08

	145. 
	M. TOHIR
	Laki-laki
	Mush. Baitul Alimin
	RT 09

	146. 
	SUPANGAT
	Laki-laki
	Mush. Subulussalam
	RT 10

	147. 
	MATNUR
	Laki-laki
	Mush. An-Nuur
	RT 11

	148. 
	SAKUR
	Laki-laki
	Mush. Sabilul Khoirot
	RT 13

	149. 
	MUHAMMADUN
	Laki-laki
	Mush. Baitul Muttaqin
	RT 14

	150. 
	MATNUR
	Laki-laki
	Mush. An-Nur
	RT 15

	151. 
	CHOIRUMAN
	Laki-laki
	Mush. Al-Hidayah
	RT 15


k. Pengelola POLINDES Desa Tahun 2020
	No.
	Nama
	Jenis Kelamin (L/P)
	Jabatan
	Alamat

	152. 
	LAILI MAS’UDATUL F
	Perempuan
	Bidan Desa
	RT 07

	153. 
	KARTINI
	Perempuan
	Asissten Bidan Desa
	RT 07


l. Pengelola Bidang Pendidikan Tahun 2020
	No.
	Nama
	Jenis Kelamin (L/P)
	Nama Lembaga
	Alamat

	154. 
	SITI NUR’AINI
	Perempuan
	KB. TUNAS BANGSA
	RT 08

	155. 
	SITI CHOIRIYAH
	Perempuan
	TP. LESTARI
	RT 08

	156. 
	WATINI
	Perempuan
	TK. DHARMA WANITA
	RT 08


1.6. KONDISI EKONOMI
a. POTENSI DESA

Potensi Desa Bakalan terdiri dari :

1. Wilayah Desa Bakalan adalah  258,59 Ha yang terbagi menjadi 5 (Lima) Dusun dengan prosentase lahan pertanian   37 % dari luas wilayah; 

2. Jumlah Penduduk 2866 Jiwa dengan prosentase penduduk usia produktif (range 17 sampai 59 ) sebanyak  84 % merupakan potensi tenaga kerja; 

3. Adanya hubungan yang sinergi antara pemerintah Desa dan Lembaga Kemasyarakatan Desa; 

4. Berjalannya tata cara dan prosedur kerja yang baik;

5. Semangat kegotongroyongan, partisipasi dan swadaya masyarakat masih tinggi di tengah-tengah masyarakat desa;

6. Usaha Mikro, Kecil dan menengah (UMKM) antara lain:

a). Anyam-anyaman Bambu;

b). Sentra Produksi Tempe;

c). Sentra Produksi Camilan / Makanan Ringan / Snack;

d). Sentra Pembuatan Pupuk Kompos; dan

7. Perilaku masyarakat ulet pekerja keras, gotong royong dan hidup hemat;

8. Aksesbilitas lokal yang memadai antara lain tersediannya infrastruktur jalan, listrik, dan telepon yang dapat dikembangkan untuk mendorong tumbuh dan berkembangnya usaha mikro kecil dan menengah (UMKM).
b. PERTUMBUHAN EKONOMI
Kondisi ekonomi desa mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Kemandirian warga masyarakat menciptakan lapangan pekerjaan sendiri sangat besar. Terbukti adanya usaha-usaha rumahan, misalnya usaha jasa laundri, usaha jasa jahit, produksi olahan makanan dan jajanan pasar, usaha warung kelontong, usaha warung makanan, dll.

Dibidang pertanian selain menanam Padi dan palawija juga ada yang menanam sayur-sayuran. Ternak sapi, kambing dan ayam menjadi usaha sambilan rumahan. Sehingga perekonomian warga meningkat.

Perkembangan Sektor Pertanian dan Sektor Industri Kecil yang menjadi kontributor terbesar dalam pertumbuhan ekonomi di Desa Bakalan dari tahun ke tahun makin meningkat. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa seiring perkembangan waktu maka sektor pertanian dan Industri di Desa Bakalan perlu lebih diintensifkan dalam penanganannya.
BAB II

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA

2.1. VISI DAN MISI

a. VISI DESA BAKALAN
Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan  dengan melihat potensi  dan kebutuhan desa.  Penyusunan Visi  Desa Bakalan ini dilakukan dengan pendekatan partisipatif, melibatkan pihak-pihak yang berkepentingan di Desa Bakalan seperti pemerintah desa, BPD, tokoh masyarakat, tokoh agama, lembaga masyarakat desa dan masyarakat desa pada umumnya. Pertimbangan kondisi eksternal di desa seperti satuan kerja wilayah pembangunan di kecamatan. Maka berdasarkan pertimbangan di atas Visi Desa Bakalan adalah:
 “MENUJU DESA BAKALAN YANG MANDIRI BERSAHAJA”

· MAKMUR

· ADIL

· NERUSKAN PEMBANGUAN

· DEDIKASI

· INDAH

· RAMAH LINGKUNGAN

· INOVASI

· BERSIH

· SEHAT

· BAHAGIA

SEJAHTERA
Selain itu demi mencapai peningkatan kesejahteraan masyarakat, maka diperlukan adanya  sumber  daya  manusia  yang  berkualitas  baik  (sehat,  Cerdas  dan produktif)  serta memanfaatkan secara bijak potensi alam namun tetap mengutamakan pelestarian fungsi lingkungan sebagai upaya menjaga kualitas sumber daya alam harus dilakukan.
b. MISI DESA BAKALAN
Selain penyusunan visi juga telah ditetapkan misi-misi yang memuat sesuatu pernyataan  yang  harus  dilaksanakan  oleh  desa  agar  tercapainya  visi  desa  tersebut. Visi berada di atas misi. Pernyataan visi kemudian dijabarkan ke dalam misi agar dapat di operasionalkan/dikerjakan. Sebagaimana penyusunan visi, misipun dalam penyusunannya menggunakan pendekatan partisipatif dan pertimbangan potensi dan kebutuhan Desa Bakalan, sebagaimana proses yang dilakukan maka misi Desa Bakalan adalah:
NAWA CITA PERIODE KE TIGA

(SEMBILAN PROGRAM LANJUTAN PERIODE KE TIGA)

1. LANJUTKAN PEMBANGUNAN DISEGALA BIDANG

2. INOVASI TIADA HENTI DALAM PENINGKATAN EKONOMI MASYARAKAT

3. SARANA DAN PRASARANA PENDIDIKAN FORMAL NON FORMAL YANG MEMADAI

4. TEMPAT TINGGAL MASYARAKAT LAYAK HUNI

5. INFRASTRUKTUR DESA YANG TERTATA  

6. PELAYANAN MASYARAKAT YANG MAKSIMAL

7. ORGANISASI DI DESA YANG SEHAT DAN HARMONIS

8. PENATAAN LINGKUNGAN  DAN PENGELOLAAN SAMPAH RAMAH LINGKUNGAN

9. OLAH RAGA DAN KEPEMUDAAN MENUJU GENERASI DESA YANG PUNYA  IPTEK ( ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI ) SERTA IMTAQ ( IMAN DAN TAQWA).
2.2. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN DESA

Srategi pembangunan desa menjadi dasar dalam menentukan arah kebijakan desa, prinsip–prinsip dasar yang menjadi pedoman serta kerangka berfikir yang melatarbelakangi upaya pencapaian visi dan misi yang akan dilakukan Berdasarkan strategi tersebut selanjutnya  dapat  dijadikan  pedoman  dalam  menentukan  arah  kebijakan  keuangan desa kebijakan umum dan program pembangunan.
Untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan yang telah dirumuskan , maka pemerintahan desa menempuh stategi sebagai berikut:

	NO.
	SRATEGI
	KEBIJAKAN

	1.
	Aparatur Pemerintah Desa
	1. Peningkatan kwalitas penyelenggaraan pemerintah desa di bidang tata usaha dan administrasi;

2. Peningkatan pemahaman tugas pokok dan fungsi perangkat desa sesuai peraturan perundangan yang berlaku;

3. Peningkatan pelayanan masyarakat dengan menanamkan rasa peduli dan meningkatkan kedisiplinan kinerja aparatur pemerintah desa;

	2.
	Pertanian, peternakan, perindustrian dan perdagangan
	a. Peningkatan kemampuan petani agar komoditas pertanian meningkat melalui pembinaan dan penyuluhan oleh Petugas Penyuluh Lapangan Pertanian (PPL) yang dikemas dalam Kelompok Tani, disertai dengan adanya upaya Pemerintah Desa dalam mewujudkan pembangunan saluran irigasi pertanian di tiap-tiap kelompok tani;
b. Peningkatan kuantitas dan kualitas usaha peternakan yang potensial oleh Petugas Peternakan (Mantri Hewan) yang dikemas dalam Kelompok peternakan;

c. Menumbuh kembangkan kegiatan industry, khususnya kreatifitas pembuatan batu bata melalui Kelompok Usaha Batu bata;

d. Menumbuh kembangkan perdagangan dengan melayani proses pengajuan pinjaman modal usaha baik bersifat perorangan maupun kelompok;

	3
	Kesehatan
	1. Peningkatan kualitas kesehatan balita dan anak-anak melalui Posyandu;
2. Peningkatan kualitas hidup bagi usia lanjut melalui Posyandu Lansia;
3. Peningkatan gizi balita, lansia, dan kelas ibu hamil melalui kegiatan Pemberian Makanan Tambahan (PMT);
4. Pelayanan kesehatan bagi ibu hamil dengan kegiatan kelas ibu hamil melalui program AKI-AKB;
5. Pembinaan dan penyuluhan rumah sehat dan rumah pintar melalui kegiatan kelompok perempuan yang dikemas dalam kegiatan PKK.

	4.
	Pendidikan 
	1. Penyelenggaraan pendidikan mulai dari Usia Dini melalui Taman Posyandu dan Pos PAUD;
2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan formal maupun non formal yang ada di Desa Bakalan;
3. Bantuan operasional pendidikan non formal;
4. Pemberian insentif bagi tenaga pendidik pada pendidikan non formal;

	5.
	Sosial, Budaya, dan Keagamaan
	1. Meningkatkan kebersamaan warga melalui kerja bhakti di tiap-tiap lingkungan RT;
2. Melestarikan budaya yang ada di Desa Bakalan tentunya yang tidak melanggar norma-norma Agama dan Pancasila;
3. Melestarikan dan menumbuh kembangkan kegitan keagamaan di tiap-tiap lingkungan RT melalui kegiatan jama’ah tahlil, jama’ah manaqib, dan jama’ah dibaiyah baik bagi kaum laki-laki maupun perempuan;
4. Peningkatan kegiatan pendidikan dan pembelajaran di Taman Pendidikan Anak (TPA) baik di TPQ, maupun Diniyyah;

	6.
	Infrastruktur
	1. Pembangunan infrastruktur jalan sebagai sarana transportasi guna mendukung kelancaran kegiatan masyarakat desa baik disektor ekonomi maupun non ekonomi;
2. Pembangunan saluran air baik drainas maupun irigasi guna memenuhi kebutuhan air pertanian dan meningkatkan kesehatan lingkungan;
3. Perawatan dan pernbaikan infrastruktur yang telah dibangun agar tetap dalam kondisi baik;

	7.
	Kamtibmas 
	1. Peningkatan keamanan dan ketentraman desa dengan memfungsikan petugas Linmas;
2. Peningkatan SDM personil Linmas melalui pembinaan dan pelatihan;
3. Peningkatan kestabilan keamanan swakarsa masyarakat;


2.3. 
KEBIJAKAN PEMBANGUNAN 

A. ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DESA 

1. Pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, yang meliputi:
a) Pangan/pertanian;

b) Sandang;

c) Papan;

d) Pendidikan; dan

e) Kesehatan. 

2. Pemberdayaan masyarakat, yang meliputi:
a) Peningkatan SDM;

b) Peningkatan SDM ;

c) Peningkatan kapasitas Pemerintahan Desa; 

d) Penguatan Lembaga Desa; dan

e) Peningkatan  partisipasi,  peran  serta  masyarakat  dalam setiap kegiatan pembangunan Desa.

3. Peningkatan taraf hidup masyarakat dan kesejahteraan rakyat/petani/ RTM

B. KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN 

Secara Umum anggaran Desa Bakalan diprioritaskan untuk mendukung keberhasilan dalam pencapaian Visi dan Misi yang telah ditetapkan. Anggaran desa Bakalan dipergunakan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan dalam bidang penyelenggaraan pemerintahan, Pembangunan, dan kemasyarakatan. 

Kebijakan umum anggaran Desa Bakalan berpedoman pada prinsip-prinsip penganggaran, yaitu:
1. Partisipasi Masyarakat. 

Yang mengandung makna bahwa pengambilan keputusan dalam proses penyusunan dan penetapan anggaran sedapat mungkin melibatkan partisipasi masyarakat sehingga masyarakat mengetahui akan hak dan kewajibannya dalam pelaksanaan anggaran. 

2. Transparansi Anggaran. 

Anggaran yang disusun harus dapat menyajikan informasi secara terbuka dan mudah diakses oleh masyarakat meliputi tujuan, sasaran, sumber pendanaan, jenis objek belanja, manfaat dan dampak yang akan diperoleh dari suatu kegiatan yang dianggarkan. 

3. Disiplin Anggaran, dalam hal ini.
a) Pendapatan yang direncanakan merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan; dan
b) Belanja yang dianggarkan merupakan batas tertinggi pengeluaran. 

4. Keadilan Anggaran; 

Pungutan desa yang dibebankan kepada masyarakat haruslah mempertimbangkan kemampuan masyarakat untuk membayar; 

5. Efisiensi dan Efektifitas anggaran 

Dana yang tersedia harus dimanfaatkan sebaik mungkin untuk dapat menghasilkan peningkatan pelayanan dan kesejahteraan bagi masyarakat sehingga perencanaan anggaran harus diperhitungkan secara cermat. 

C. PENGELOLAAN PENDAPATAN DESA BAKALAN 

Sumber pendapatan Desa Bakalan meliputi Pendapatan Asli Desa (PADes), bagian dana perimbangan (Dana desa dan Alokasi Dana Desa), Bantuan pemerintah dan pendapatan lain yang sah dan tidak mengikat. Pengelolaan anggaran Pendapatan Desa Bakalan diarahkan pada upaya optimalisasi penerimaan desa dalam rangka mencukupi pembiayaan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan. Oleh karena itu dalam rangka mencukupi pembiayaan desa stategi yang dilakukan, yaitu : 

1. Tertib pelaksanaan administrasi keuangan desa; 

2. Optimalisasi sumber-sumber pendapatan desa; 

3. Optimalisasi pendapatan desa melalui pemanfaatan dan pengembangan potensi desa. 

Adapun potensi pendapatan yang dimiliki Desa Bakalan dan masih dapat dikembangkan meliputi: 
1. Pengelolaan Usaha Desa (persewaan kursi dan tenda); 

2. Pengelolaan Tanah Kas desa; 

3. Pengelolaan Warung dan Toko Klontong; 

4. Usaha Mikro, Kecil dan menengah (UMKM) 
5. Bagi Hasil Pajak dan Restribusi Daerah. 

D. PENGELOLAAN BELANJA DESA
Diberikannya kewenangan yang luas kepada desa berupa otonomi desa, hal ini merupakan peluang sekaligus tantangan bagi desa dalam mengatur dan mengurus rumah tangga desa menurut prakarsa, kreatifitas serta aspirasi masyarakat. Belanja desa didasarkan pada prioritas program kegiatan yang telah direncanakan serta perlu adanya pengawasan yang optimal. 



Pengalokasian belanja desa dan belanja pembangunan dilaksanakan mendasar pada hasil Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (Musrenbangdes), sehingga hasilnya mencerminkan aspirasi dan sesuai kebutuhan masyarakat.
E. 
PRIORITAS DESA 
 Untuk mencapai ketepatan sasaran pelaksanaan program kegiatan, setiap tahunnya telah ditetapkan Rancangan Kerja Pemerintah Desa (RKPDes), yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) dengan jangka waktu 5 (lima) tahun, yang mana RKP tahun 2017 itu merupakan rel kegiatan selama 1 (satu) tahun anggaran 2017, dengan pendanaan yang dituangkan dalam APBDes tahun 2018.
Prioritas Desa dalam pelaksanaan pembangunan yang tertuang dalam APBDes tahun 2017 adalah mengarah dukungan kepada Program Gerakan Desa Sehat dan Cerdas (GDSC) dengan 8 (delapan) Parameter Sehat dan 12 (dua belas) Parameter Cerdas sebagai berikut:
	NO.
	PARAMETER SEHAT
	KEGIATAN

	1.
	Open Defecation Free (ODF)
	· Tuntas

	2.
	Sanitas non (ODF)
	· Bak Sampah, Pembangunan saluran air

	3
	Angkat kematian ibu dan bayi
	· Kegiatas kelas ibu hamil

	4.
	Balita kurang gizi
	· Kegiatan Pos PMT

	5.
	Lantai rumah sehat
	· Plesterisasi rumah warga

	6.
	Lingkungan sehat
	· Lomba lingkungan sehat

	7.
	Kepesertaan JKN
	· Sosialisasi program B

	8.
	Kepesertaan KB
	· Sosialisasi manfaat pelaksanaan KB

	


	NO.
	PARAMETER CERDAS
	KEGIATAN

	1.
	Lama belajar
	· Bantuan operasional pendidikan dan insentif tenagan pendidik

	2.
	Buta aksara
	· 

	3
	Taman bacaan masyarakat
	· Perlengkapan perpustakaan desa dan buku bacaan

	4.
	Pendidikan vokasional
	· 

	5.
	Pemanfaatan lahan
	· Pengadaan bibit tanaman penghijauan

	6.
	Managemen pengelolaan air
	· Pembangunan JITUT dan JIDES

	7.
	Pemanfaatan ruang
	· Pengadaan papan nama jalan dan nomor rumah, dan penghijauan

	8.
	Produksi pangan
	· Pengadaan bibit padi, dll

	9.
	Industri pangan
	· Pelatihan pembuatan makanan ringan;

	10.
	Penanganan bencana
	· Anggaran tak terduga/darurat

	11.
	Infrastruktur desa
	· Pavingisasi jalan desa,pembangunan saluran air, tembok penahan tanah, gorong-gorong, dan perawatan infrastruktur desa;

	12.
	Tata kelola administrasi desa
	· Pengadaan laptop, printer, pelatihan admin, dan honor PA;

	


Salah satu bentuk kegiatan untuk memicu percepatan program GDSC adalah secara keseluruhan prioritas pembangunan desa terakomodasi dalam pendanaan APBDes Desa Bakalan tahun 2020.

BAB III

PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA

3.1. URUSAN HAK ASAL USUL DESA

3.1.1. Pelaksana Kegiatan

a. Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Desa, Perangkat Desa, dan BPD.

· Kepala Desa sebagai Kepala Pemerintah Desa yang memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
· Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan kemasyarakatan;
· Kepala Desa berfungsi sebagai :
1. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
2. Pelaksana pembangunan desa;
3. Pembinaan kemasyarakatan desa;
4. Pemberdayaan masyarakat desa; dan
5. Penjaga hubungan kemitraan dengan lembaga masyarakat dan lembaga lainnya.
· Dalam melaksanakan tugas Kepala Desa berwenang :
1. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa;
2. Mengangkat dan memperhentikan perangkat desa;
3. Memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan aset desa;
4. Menetapkan peraturan desa;
5. Menetapkan anggaran pendapatan dan belanja desa;
6. Membina kehidupan masyarakat desa;
7. Membina dan meningkatkan perekonomian desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif.
8. Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagain kekayaan Negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa
9. Mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa;
10. Memanfaatkan teknologi tepat guna;
11. Mengkoordinir pembangunan desa secara partisipatif;
12. Mewakili desa didalam dan diluar pengadilan atau menujuk kuasa hokum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, dan
13. Melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan perundangan-undangan.
b. 
Tugas Pokokk Perangkat Desa
· Membantu pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kepala Desa;
· Melaksanakan tugas pokok dan fungsi menurut bidangnya masing-masing sesuai peraturan perundang-undangan;
· Melaksanakan tugas yang diberikan oleh Kepala Desa.
c. Tugas Pelayanan
Penyelenggaraan Pemerintahan Desa merupakan unit terdepan dalam pelayanan terhadap masyarakat dan menjadi pelaksanaan strategis untuk keberhasilan semua program pemerintahan. Sebagai upaya untuk mencapai pelayanan masyarakat secara optimal dilakukan dengan cara membina Aparatur Pemerintah Desa tentang tugas pokok dan fungsinya sesuai aturan perundang-undangan agar mampu melaksanakan tugas pelayanan terhadap kebutuhan masyarakat Desa baik secara administrative maupun sosial budaya masyarakat.
d. Tugas Pokok Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
1. Menampung dan meyampaikan aspirasi masyarakat kepada Pemerintah Desa;
2. Membuat rumusan dan rancangan Peraturan Desa;
3. Menyepakati Rancangan Peraturan Desa untuk ditetapkan oleh Kepala Desa;
4. Mengontrol dan mengawasi jalannya Peraturan Desa yang telah ditetapkan;
5. Memberikan saran dan masukan kepada Pemerintah Desa;
6. Meminta keterangan kepada Pemerintah Desa tentang realisasi pelaksanaan Peraturan Desa yang telah disepakati dan ditetapkan oleh Kepala Desa.
e. Sistem Pelaksanaan Kegiatan

Dalam Pelaksanaan kegiatan tentunya tidak bisa lepas dengan pendanaan, maka Pemerintah Desa Bakalan Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro dalam melaksanakan suatu kegiatan tentunya melalui proses perencanaan, pelaksanaan, peñata usahaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan.
Dalam pelaksanaan kegiatan secara keseluruhan didanai dari kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun 201 yang meliputi :


a. Bidang Pemerintahan;
b. Bidang Pembangunan;
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan;
d. Bidang Pemberdayaan Kemasyarakatan; dan
e. Bidang Tak Terduga;
f. Lembaga Kemasyrakatan Desa 

a. Lembaga RW dan RT 

Untuk mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat dan sebagai filter terhadap permasalahan yang timbul pada tataran masyarakat paling bawah, maka Pemerintah Desa Bakalan memfungsikan Ketua RW dan Ketua RT sebagai pemimpin ditingkat lingkungan terkecil agar dapat berperan aktif dalam kegiatan pelayanan maupun pemberdayaan masyarakat.
Hal-hal yang perlu dilakukan oleh Ketua RW dan Ketua RT adalah:
a. Memberikan surat pengantar bagi masyarakat yang akan mengurus surat kepada Pemerintah Desa;
b. Menyalurkan informasi dari Pemerintah Desa kepada masyarakat dilingkungan RW/RT;
c. Mengakomodsi usulan warga dan disampaikan kepada Pemerintah Desa;
d. Mendata jumlah Kepala Keluarga dan Anggota Keluarga;
e. Mediator dalam menyelesaikan permasalahan yang timbul di tingkat RW atau RT;
f. Mendorong timbulnya rasa kebersamaan ditingkat RW dan RT;
g. Memberdayakan masyarakat dilingkungan RW dan RT disegala bidang.
g. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD)
Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa merupakan perencana dan pelaksana pembangunan di Desa, dan juga berperan aktif dalam meningkatkan sumber daya masyarakat dengan mengadakan kegiatan yang dapat menumbuh kembanagkan potensi dan partisipasi masyarakat dalam mendukung pelaksanaan pembangunan Desa.
h. Lembaga Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK)

PKK merupakan Lembaga yang berbasis pada kegiatan ibu-ibu telah terbukti banyak memberikan sumbangsih dalam pelaksanaan pembangunan dibidang pemberdayaan keluarga dan perempuan. Visi dan Misi Tim Penggerak PKK Desa Bakalan sebagai berikut:
a. Terwujudnya keluarga yang beriman dan bertaqwa, berakhlaqul karimah, sehat, sejahtera, maju, dan mandiri;
b. Meningkatkan mental spiritual, kesetiakawanan sosial, dan kegotong royongan;
c. Meningkatkan pendidikan dan ketrampilan dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa, serta meningkatkan pendapatan keluarga;
d. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pangan keluarga, serta upaya pemanfaatan tanah pekarangan, sandang, perumahan dan tata laksana rumah tangga;
e. Meningkatkan derajat kesehatan, kelestarian lingkungan hidup, serta perencanaan sehat;
f. Meningkatkan  pengelolaan  gerakan  PKK  disesuaikan  dengan situasi dan kondisi masyarakat.
Untuk mewujudkan tercapainya Visi dan Misi tersebut diatas dilaksanakan kegiatan sebagai berikut:
a. Kegiatan Bidang Umum, Meliputi :

2. Kegiatan Bidang Keuangan;

3. Kegiatan Bidang Pokja 1;

4. Kegiatan Bidang Pokja 2;

5. Kegiatan Bidang Pokja 3;

6. Kegiatan Bidang Pokja 4;

b. Kegiatan Bidang  Khusus, meliputi :

7. Kegiatan Pra Koperasi;
8. Kegiatan Posyandu Balita;

9. Kegiatan Posyandu Lansia;
10. Kegiatan Posyandu PIDI;

11. Kegiatan Taman Posyadu;

12. Kegiatan Pos PAUD;

i. Lembaga Karang Taruna

Karang Taruna merupakan mitra kerja Pemerintah Desa yang menjadi wadah untuk mengakomodasi segala bentuk kegiatan kepemudaan agar dapat membentuk karakter pemuda yang tangguh, trampil, dan bertanggungjawab, dan juga dapat memberikan warna tersendiri dalam mendukung kegiatan pembangunan khususnya pembinaan generasi muda.
Dengan potensi pemuda yang memadai dan dukungan dari Pemerintah Desa, Karang Taruna banyak berperan dalam kiprah pembangunan desa.
Bentuk kegiatan yang dilaksanakan oleh Karang Taruna antara lain:
a. Mengadakan pelatihan dalam hal keorganisasian;

b. Pembinaan mental dan spiritual melalui kegiatan keagamaan;

c. Pembentukan club olahraga dan kesenian;

d. Pelaksana berbagai kegiatan di desa;

j. Linmas

Satuan Perlindungan Masyarakat (LINMAS) berfungsi sebagai petugas pembantu dalam pengamanan swakarya masyarakat dalam mewujudkan keamanan dan ketertiban lingkungan, dan juga dalam kegiatan yang diselenggarakan Pemerintah Desa.
Untuk mewujudkan ketentraman dan ketertiban masyarakat serta meningkatkan kapasitas Linmas melakukan kegiatan antara lain :

Untuk mewujudkan ketenteraman dan ketertiban masyarakat serta meningkatkan kapasitas Linmas melakukan kegiatan antara lain:
a. Peran aktif dalam kegiatan SISKAMLING;

b. Peran aktif dalam kegiatan yang diselenggarakan pemerintah desa;

c. Pelatihan peningkatan kapasitas Linmas di tingkat kabupaten;

d. Pelatihan kemampuan kesemaptaan bagi satuan Linmas oleh Bhabinkamtibmas dan Bhabinsa;

k. Kelompok Tani

Lahan pertanian Desa Bakalan Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro seluas kurang lebih 150 ha yang terdiri dari sawah tehnis  125 ha dan non tehnis 25 ha dengan mayoritas penduduk petani, maka dibentuk kelompok tani sebanyak 4 (empat) kelompok yaitu:
a. Kelompok Tani : Tani Mulyo
b. Kelompok Tani : Sido Rukun
c. Kelompok Tani : Sumber Agung
d. Kelompok Tani : Rukun Tani
Ke empat kelompok tani tersebut telah membantu para petani diwilayahnya masing-masing dalam kegiatan pertanian dengan kegiatan antara lain;
a. Membantu ketersediaan pupuk yang mencukupi kebutuhan para petani;
b. Berkoordinasi dengan PPL untuk melaksanakan sekolah lapangan terkait dengan masalah pola tanam, penanggulangan hama, maupun hal-hal lain yang berkaitan dengan pertanian dengan mengadakan sosialisasi dan penyuluhan.
3.1.2. Tingkat Pencapaian 

Untuk mencapai kesuksesan pelaksanaan suatu kegiatan baik di bidang pemerintahan, bidang pembangunan, bidang pembinaan dan bidang pemberdayaan, Pemerintah Desa Bakalan melakukan pendekatan dan koordinasi kepada semua pihak terkait mulai dari tingkat RT, RW, sampai tingkat Desa, dan juga mengoptimalkal pendapingan dari tingkat Desa, Kecamatan, dan Kabupaten.
Pelaksanaan kegiatan secara keseluruhan terlebih dahulu menetapkan susunan Rancangan Anggaran Biaya (RAB), sehingga pelaksanaan kegiatan dapat tercapai secara maksimal dan mencapai kesuksesan sesuai perencanaan yang telah ditetapkan.
3.1.3. Satuan Pelaksana Kesatuan Desa
Semua kegiatan yang telah di tetapkan bersama, dengan melalui pendanaan yang dikemas dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun 2018, Kepala Desa Bakalan menetapkan Satuan Pelaksana Kegiatan untuk mengendalikan dan melaksanakan kegiatan yang tercakup dalam Pelaksana Teknis Pengelola Keuangan Desa (PTPKD), meliputi:
a. Kepala Desa selaku penanggungjawab pengelolaan keuangan desa;
b. Sekretaris desa selaku coordinator pelaksana kegiatan;
c. Kaur keuangan sebagai bendahara desa;
d. Kaur perencanaan sebagai pelaksana teknik pemerintahan;
e. Kasi kesejahteraan sebagai pelaksana teknis pembangunan;
3.1.4. Data Perangkat Desa dan Lembaga Lainnya



Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Dengan adanya ketetapan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 10 tahun 2016 tentang SOTK Pemerintah Desa, dan Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 26 tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 10 tahun 2016 tentang SOTK Pemerintah Desa, sebagaimana diubah dengan Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 37 tahun 2017, maka Kepala Desa Bakalan menindak lanjuti dengan Peraturan Desa Bakalan Nomor 2 tahun 2017 tentang SOTK Pemerintah Desa Bakalan Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro.
Bagan Struktur Organisasi Pemerintah Desa Bakalan Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro, sebagai berikut : 
STRUKTUR  ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAHAN DESA
(Berdasarkan Permendagri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan organisasi dan tata kerja pemerintah desa)










· Garis Komando

· Garis Koordinasi

· Garis Konsultasi



KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

3.2. PENGELOLAAN PENDAPATAN DESA

3.2.1 Alokasi dan Realisasi Pendapatan Pada Tahun 2020
Setiap tahun Pemerintah Desa Bakalan selalu menargetkan Pendapatan Desa akan tetapi realisasi pencapaiannya masih rendah khususnya pendapatan desa yang berasal dari kontribusi dari Pendapatan Asli Desa, selama ini Kontribusi terbesar untuk Pendapatan Desa masih mengandalkan bantuan dari Bantuan Pemerintah. Hal ini menunjukan bahwa  ketergantungan  APBDesa  Desa  Bakalan masih  kepada Pemerintah. Berikut ini gambaran Target dan Realisasi Pendapatan Desa Bakalan Ta dapat dilihat pada tabel di bawah ini : 
1. Realisasi Pendapatan Desa Tahun 2020
	a). 
	Pendapatan Asli Desa (PAD)
	
	

	
	· Pengelolaan Tanah Kas Desa
	Rp.
	584.150.000

	
	
	
	

	b). 
	Pendapatan Trasnfer
	
	

	
	· Dana Desa (DD)
	Rp.
	755.858.000

	
	· Alokasi Dana Desa (ADD)
	Rp.
	464.436.200

	
	· Bagi Hasil pajak dan retribusi (BHPD)
	Rp.
	  40.399.900

	
	· Dana Pendistribusian SPPT-PBB
	Rp.
	    1.497.000

	
	
	
	

	c).
	Bantuan Keuangan Daerah Kabupaten
	
	

	
	· Bantuan Keuangan PILKADES 
	Rp.
	  75.160.000

	
	
	
	

	d).
	Pendapatan Lain-lain
	
	

	
	· Pengembalian BLT-DD
	Rp.
	 13.800.000

	
	· Dana Pendampingan PILKADES
	Rp.
	 17.200.000


2. 
Realisasi Belanja
2.1. Belanja Bidang Pemerintahan 
	Rincian Belanja Aparatur Pemerintah Desa Sebagai Berikut ;

	N o.
	Uraian Kegiatan
	Nilai (Rp.)
	Sumber Dana

	1.
	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa
	76.620.000
	ADD

	2.
	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa
	288.735.000
	ADD

	3.
	Tambahan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa
	432.600.000
	PAD

	Total Belanja
	
	

	Rincian Belanja Keanggotaan

	
	BPD (Badan Permusyawaratan Desa) sebagai berikut :
	
	

	N o.
	Uraian Kegiatan
	Nilai (Rp.)
	Sumber Dana

	1.
	Tunjangan BPD
	34.800.000
	ADD

	2.
	Operasional BPD
	2.200.000
	ADD

	Total Belanja
	
	

	
	Rincian Belanja RT/RW sebagai berikut :
	
	

	N o.
	Uraian Kegiatan
	Nilai (Rp.)
	Sumber Dana

	1.
	Insentif RT / RW 
	32.400.000
	ADD

	Total Belanja
	
	

	
	Rincian Belanja Operasional Perkantoran sebagai berikut :
	
	

	N o.
	Uraian Kegiatan
	Nilai (Rp.)
	Sumber Dana

	1.
	Belanja ATK dan Benda Pos
	13.788.000
	ADD

	2.
	Belanja Perlengkapan Kebersihan
	820.000
	ADD

	3.
	Belanja Cetak & Pengadaan
	1.280.000
	ADD

	4.
	Belanja Barang Konsumsi
	1.634.000
	ADD

	5.
	Belanja Pakaian Dinas
	3.905.000
	ADD

	6.
	Belanja Honorarium PKPKD & PPKD
	23.340.000
	ADD

	7.
	Belanja Perjalanan Dinas
	11.140.000
	ADD + PAD

	8.
	Belanja Listrik & Internet
	7.379.340
	ADD + PBH

	Total Belanja
	
	

	
	Rincian Belanja Operasional BPD sebagai berikut :
	
	

	N o.
	Uraian Kegiatan
	Nilai (Rp.)
	Sumber Dana

	1.
	Belanja ATK & Benda Pos
	1.500.000
	ADD

	2.
	
	700.000
	ADD

	Total Belanja
	2.200.000
	

	
	Rincian Belanja Insentif/Honor RT sebagai berikut :
	
	

	N o.
	Uraian Kegiatan
	Nilai (Rp.)
	Sumber Dana

	1.
	Insentif Ketua RT / RW
	32.400.000
	ADD

	Total Belanja
	32.400.000
	

	
	Rincian Belanja Kegiatan Perkantoran lain sebagai berikut :
	
	

	N o.
	Uraian Kegiatan
	Nilai (Rp.)
	Sumber Dana

	1.
	Sub bidang Belanja, Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintah Desa
	1.123.011.440
	ADD, PAD, PBH

	2.
	Sub bidang penyediaan sarana dan prasarana pemerintah desa
	4.160.000
	PAD

	3.
	Sub bidang pengelolaan administrasi kependudukan
	4.300.000
	PAD

	4.
	Sub bidang penyelenggaraan tata praja pemerintahan
	121.113.000
	ADD, PAD

	5.
	Sub bidang pertanahan
	5.000.000
	PAD

	Total Belanja
	
	

	Total Realisasi Belanja Bidan Pemerintahan
	1.257.584.440
	


2.2. Realisasi Belanja Bidang Pembangunan
Pemerintah Desa Bakalan Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro dalam melaksanakan Pembangunan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) Tahun 2020–2026 dan Rencana Kerja dan Pembangunan Desa (RKP-Desa) Tahun 2020, yang didanai dari APBDes/APBDes-P dan non APBDes, sebagai berikut ;
	N o.
	Uraian Kegiatan
	Nilai (Rp.)
	Sumber Dana

	1.
	Sub Bidang Pendidikan
	62.920.000
	DD

	2.
	Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	61.135.000
	DD

	3.
	Sub Bidang Kawasan Pemukiman
	19.500.000
	DD, DLL

	4.
	Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup
	-
	-

	5.
	Sub Bidang Perhubungan Komunikasi dan Informatika
	3.000.000
	DD

	Total Realisasi Belanja Bidang Pembangunan
	346.330.400
	


2.3. Realisasi Belanja Bidang Pembinaan Masyarakat
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan ini Pemerintah Desa Bakalan Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro melaksanakan kegiatan sebagai berikut :
	N o.
	Uraian Kegiatan
	Nilai (Rp.)
	Sumber Dana

	1.
	Sub Bidang Ketentraman, Kebersihan Umum 
	31.176.000
	DD

	2.
	Sub Bidang Kebudayaan & Keagamaan
	88.295.000
	DD

	3.
	Sub Bidang Kepemudaan & Olahraga
	8.000.000
	DD

	4.
	Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat
	67.625.000
	DD

	Total Realisasi Belanja Bidang Pembinaan Masyarakat
	195.096.000
	


2.4. Bidang Penanggulangan Bencana, darurat dan mendesak 
Bidang penanggulangan bencana, darurat dan mendesak ini Pemerintah Desa Bakalan Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro melaksanakan kegiatan sebagai berikut : 

	N o.
	Uraian Kegiatan
	Nilai (Rp.)
	Sumber Dana

	1.
	Sub Bidang Penanggulangan Bencana
	216.183.000
	

	Total Realisasi Belanja Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak
	216.183.000
	



Total Belanja Pemerintahan Desa Bakalan Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp 2.015.193.840 (Dua Miliyar Lima Belas Juta Seratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Delapan Ratus Empat Puluh Rupiah)
2.5. 
Bidang Pembiayaan 

Dalam hal Bidang Pembiayaan ini terdapat :

a. Penerimaan yang bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) di tahun 2019, sebesar Rp. 116.554.000 (Seratus Enam Belas Juta Lima Ratus Lima Puluh Empat Ribu Rupiah)
b. SILPA sebagaimana dimaksud huruf a, digunakan untuk kegiatan pada tahun anggaran 2020.

3. Proses Perencanaan Pembangunan

Dalam perencanaan pembangunan di Desa Bakalan Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro setiap tahun anggaran melalui proses musyawarah desa dengan acuan sebagai berikut:
a. Berpedoman pada RPJM-Desa (Tahun 2020-2026);
b. Mengidentifikasi pembangunan pada data RKP-Desa  tahun sebelumnya yang belum dapat terlaksana untuk dimasukkan pada RKP-Desa tahun berkenaan;
c. Menggali masukan dari setiap lingkungan RT yang diwakili oleh semua Ketua RT,BPD, dan Tokoh Masyarakat dan Lingkungan;
d. Menentukan prioritas dan penomoran pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun berkenaan;
e. Hasil yang telah disepakati dalam musyawarah dilaksanakan sesuai kemampuan APBDesa Tahun berkenaan;
4. Sarana dan Prasarana
Sarana dan prasarana infrastruktur yang SUDAH DILAKSANAKAN melalui anggaran biaya yang tercantum dalam APBDes Tahun Anggaran 2020 adalah sebagai berikut :

a. Pavingisasi Gang. Gilang RT 16 RW 02
b. Rehab Jembatan RT 14 RW 02
c. Pembangunan Gorong-gorong Embung RT 01 RW 01
d. Pembangunan Saluran Air RT 03 RW 01

e. Pembangunan Saluran Air RT 10 RW 02

f. Pembangunan Saluran Air RT 11 RW 02

g. Pembangunan Gorong-gorong RT 15 RW 02

h. Rehab RTLH (Rumah Tidak Layak Huni) mbah Kaeru RT 07 RW 02
5. 
Permasalahan dan Penyelesaian 
Dalam pelaksanaan pembangunan di Desa Bakalan Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro, sedikit banyak mengalami permasalahan dan sedapat mungkin harus diselesaikan, antara lain :
· Permasalahan
a. Batas Jalan dengan tanah milik warga masyarakat;
b. Terjadinya musim hujan dan musim tanam;
c. Terlambatnya transfer dana dari Pemerintah Daerah Kabupaten;
· Penyelesaian

a. Rembug bersama antara Pemerintah Desa dengan Pemilik tanah berbatasan;
b. Menunggu redanya musim hujan dan musim panen;
c. Mengadakan dan melakukan trobosan kebijakan untuk terlaksananya pembangunan yang telah diprogramkan;
6. Urusan Pemerintahan yang diserahkan kabupaten
Urusan Pemerintahan yang menjadi wewenang Pemerintah Kabupaten dan pengurusannya diserahkan kepada Pemerintah Desa Bakalan adalah sebagai berikut:
i. Bidang pemerintahan
a. Pelaksanaan Kegiatan 
Anggaran Dana Pemilihan Kepala Desa Tahun 2020 Desa Bakalan Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro sebesar Rp. 75.160.000,- (Tujuh Puluh Lima Juta Seratus Enam Puluh Ribu Rupiah) diserahkan ke Desa.

ii. Bidang Perpajakan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
a. Jumlah SPPT pajak bumi dan bangunan desa Bakalan (1.497) lembar dengan nilai sebesar Rp. 122.354.852,- (Seratus Dua Puluh Dua Juta Tiga Ratus Lima Puluh Empat Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Dua Rupiah)
b. Petugas pemungutan PBB dibagi menjadi 8 (Delapan) rayon.
c. Pembayaran PBB melalui Bank Jatim Cabang Bojonegoro telah lunas pada bulan Agustus 2020.

BAB IV

PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA
4.1. Program kegiatan yang akan dilaksanakan 5 (Lima) Bulan Kedepan : 

1. Pembangunan Normalisasi Saluran Air RT 01 – RT 16.

2. Pembangunan Pavingisasi Jalan Menuju Kesumur Ngaglik RT 01
3. Pembangunan Pembuatan Jalan/Pengerasan RT 02 (Bapak jono Ke Barat)
4. Pembangunan Pavingisasi RT 06 (Gg. Mas Ali Ke Timur)
5. Pembangunan Pavingisasi RT 06 (Gg. Bapak Basmin Ke Utara)
6. Pembangunan Pavingisasi RT 08 (Gg. Bapak Sudayat Ke Utara)
7. Pembangunan Pavingisasi RT 10 (Timur Bapak Kastam)
8. Pembangunan Pavingisasi RT 11 (Barat Ibu Kari/Keren)
9. Pembangunan Pavingisasi RT 12 (Bapak Surahno Ke Utara)
10. Pengadaan/Pengelolaan Sampah RT 01 – RT 16
11. Pengerasan JUT (Jalan Usaha Tani)
1. Pelaksanaan pembangunan

Program pembangunan yang sudah direncanakan dengan pembiayaan yang telah dicantumkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun 2020-2026 dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Kegiatan yang dibentuk dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa. Tim Pelaksana Kegiatan dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Desa dibuktikan dengan Laporan pertanggungjawaban (LPJ).

2. Tingkat pencapaian program

Program pembangunan yang sudah dicanangkan di Desa Bakalan Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro telah dilaksanakan oleh Tim Pelaksanan Kegiatan bersama-sama dengan warga sekitar lokasi kegiatan dengan berpedoman pada aturan pelaksanaan yang telah ditetapkan sehingga dapat mewujudkan suatu bangunan yang maksimal. Hasil pembangunan yang telah dicapai tersebut dapat memberikan manfaat yang sangat besar bagi kepentingan warga masyarakat Desa, sehingga warga masyarakat secara umum merasa senang dan puas. 
3. 
Permasalahan dan  hambatan yang dihadapi

Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan pembangunan didesa antara lain :

1. Batas jalan dengan tanah milik warga masyarakat;
2. Terjadinya musim hujan dan musim tanam;

3. Terlambatnya transfer dana dari pemerintah daerah kabupaten;

4. Langkah-langkah penyelesaian permasalahan

1. Rembug bersama antara Pemerintah Desa dengan Pemilik tanah berbatasan;
2. Menunggu redanya musim hujan dan musim panen;
3. Mengadakan dan melakukan trobosan kebijakan untuk terlaksananya pembangunan yang telah diprogramkan;

BAB V

PELAKSANAAN PEMBINAAN KEMASYARAKATAN 

5.1. Perencanaan Pembinaan :
Kegiatan pembinaan masyarakat Desa Bakalan Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro yang direncanakan meliputi :
1. Pembinaan keagamaan;
2. Pembinaan Pemuda dan Olahraga;

3. Pembinaan sosial budaya dan adat istiadat;

A. Pembinaan yang dilaksanakan
Pembinaan warga masyarakat Desa Bakalan yang telah dilaksanakan adalah:
1. Pembinaan Keagamaan, meliputi:
a. Pembinaan keagamaan bagi warga masyarakat Desa Bakalan melalui wawasan keagamaan untuk menciptakan kerukunan beragama dan memperkuat keimanan dan ketaqwaan;
b. Menumbuh kembangkan syiar islam dengan kegiatan yang dikemas dalam jama’ah tahlil, jama’ah manaqib, dan jama’ah dibaiyah al-barjanji bagi kaum pria, dan kegiatan kaum wanita yang dikemas dalam jama’ah muslimat dan fatayat;
c. Kegiatan sebagaimana dimaksud pada angka 2 (dua) dilaksanakan secara bergilir dirumah-rumah warga, di 20 mushola, dan 2 (dua) masjid se Desa Bakalan.
2. Pembinaan Pemuda dan Olahraga
Pembinaan Pemuda dan Olah raga yang dikemas dalam Karang Taruna Desa Bakalan, meliputi :

a. Pelatihan dasar kepemimpinan;
b. Pelatihan dasar keorganisasian;
c. Pelatihan dasar teknik olahraga;
B. Tingkat Capaian 
Dalam pelaksanaan pembinaan masyarakat di Desa Bakalan dapat dikatakan berjalan dengan aman dan lancar khususnya di bidang keagamaan, sedangkan di bidang Pemuda dan olah raga juga dapat berjalan dengan aman dan semangat setiap menghadapi peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan RI.
C. Permsalahan dan Hambatan Yang Dihadapi
Pelaksanaan pembinaan masyarakat di Desa Bakalan sangat relatif kecil terdapat hambatan dan permasalahan khususnya di bidang keagamaan, sedangkan di bidang pemuda dan olah raga terdapat suatu hambatan dikarenakan sesuatu hal, antara lain :
a. Sangat kurangnya lahan pekerjaan di desa bagi para pemuda;

b. Sangat kurangnya penghasilan di desa bagi para pemuda;

c. Para pemuda desa bakalan banyak yang bekerja di luar kota;

d. Sangat minimnya pendanaan untuk kegiatan para pemuda;

D. Langkah-langkah penyelesaian masalah yang dilaksanakan

Pemerintah Desa Bakalan dalam melakukan penyelesaian masalah yang dihadapai para pemuda antara lain:
a. Mengadakan pertemuan bagi para pemuda untuk menemukan solusi terbaik dan bermanfaat;
b. Memberikan bantuan dana operasional kepemudaan melalui karang taruna;
c. Membangun dan memperbaiki lapangan olahraga;

BAB VI
PELAKSANAAN PEMBERDAYAAN KEMASYARAKATAN 

6.1. Perencanaan pemberdayaan yang ditetapkan :

Perencanaan di Bidang Pemberdayaanaan Kemasyarakatan ini yang telah ditetapkan sebagai berikut :
	No
	Uraian Kegiatan

	1.
	Operasional Kegiatan PKK

	2.
	Operasional Kegiatan Posyandu ( PMT )

	3.
	Operasional Kegiatan LINMAS

	4.
	Operasional Kegiatan PHBN

	5.
	Operasional Kegiatan LPMD

	6.
	Operasional Kegiatan Musyrenbangdes

	7.
	Bantuan kepada Lansia,jompo,cacat

	8.
	Kegiatan Anak RA

	9.
	Kegiatan Anak TPQ/PAUD/TK

	10.
	Bantuan Keuangan DAK Siswa SLTA

	11.
	Dana Pendamping DAK Pendidikan


a. Pelaksanaan Pemberdayaan

Semua rencana Pemberdayaan masyarakat Desa Bakalan yang sudah ditetapkan sebagaimana tercantum dalam huruf A, di atas telah dilaksanakan dengan baik dan lancar oleh masing-masing Pelaksana Kegiatan dan tidak ada satupun yang terlewatkan.
b. Tingkat Pencapaian
Semua rencana Pemberdayaan masyarakat Desa Bakalan yang sudah ditetapkan telah dilaksanakan dengan baik dan lancar hingga 100% (seratus persen) oleh masing-masing Pelaksana Kegiatan sesuai kemampuan pendanaan yang tercantum dalam APBDes.
c. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi

Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat Desa Bakalan antara lain :
1. Terlambatnya transfer dana (tidak tepat waktu yang telah ditetapkan)
2. Terbatasnya anggaran, sehingga hanya dapat mendanai relatif kecil;
3. Kurang menguasainya dibidang IT bagi pelaksana kegiatan;
4. Terlalu banyak komponen LPJ;
5. Kurangnya pelatihan dibidang penatausahaan dan pelaporan keuangan;
d. Langkah-langkah penyelesaian yang dilaksanakan
Langkah-langkah penyelesaian yang dilaksanakan dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa Bakalan antara lain adalah sebagai beriku:
1. Mencari terobosan pendanaan kegiatan terlebih dahulu;

2. Menunggu penyaluran anggaran;

3. Menggunakan anggaran dengan tepat;

4. Memaksimalkan pelaksanaan kegiatan secara besama-sama;

5. Membina dan melatih kepada pelaksana kegiatan sesuai peraturan perundang-undangan;

BAB VII
PENUTUP

A. KESIMPULAN
Keberhasilan pelaksanaan pembangunan di tingkat desa pada dasarnya ditentukan oleh sejauh mana komitmen dan konsistensi pemerintahan dan masyarakat desa untuk saling bekerjasama membangun desa. Keberhasilan pembangunan yang dilakukan secara partisipatif mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai pada monitoring evaluasi akan lebih menjamin keberlangsungan pembangunan di desa. Sebaliknya permasalahan dan ketidakpercayaan satu sama lain akan mudah muncul manakala seluruh komunikasi dan ruang informasi bagi masyarakat tidak memadai.

Diharapkan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa (LPPD) ini benar-benar dapat memotivasi Kepala Desa untuk berperan mengajak, memberdayakan masyarakat untuk kemajuan Desa. yang berorientasi pada kebutuhan riil masyarakat akan mendorong percepatan pembangunan skala desa menuju kemandirian desa.
B. SARAN-SARAN

a. Dari tahun - ketahun Pemerintahan Desa, BPD, Lembaga Desa dan Masyarakat semakin  kompak dalam membangun Desa Bakalan  baik pembangunan fisik maupun pembangunan non fisik.

b. Tiap tahun diharapkan bantuan/stimulan dari atasan Pemerintah desa sebagai  pemicu  tambahnya  swadaya  /  semangat  berswadaya masyarakat

c. Sesuai Program Pemerintah tentang pelaksanaan pembangunan yang dititikberatkan pada desa maka diperlukan Sumber daya Manusia / SDM yang tangguh, ulet dan berkemampuan, untuk itu perlu diadakan pelatihan dan pembinaan yang berkelanjutan.

Demikian Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa (LPPD) ini dibuat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagai mana mestinya.
Bakalan,      Januari 2021
Kepala Desa

H. LISTIYONO, S.Sos.
BPD
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